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GUBERNUR PROVINSI DAERAI{ KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBTJKOTA .]AK.ARTA

NOI\4OR 230 TAHUN 2015

TENTAI{G

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 20]"5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSTJS IBLJKOTA JAKARTA,

Menimbang i a. bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana

diatur dalam undang-undang Nornor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomeir i 07 Tahun

2OO4 tentang Dewan Pengupahan serta Peraturan Oubernur

Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

adalah dalam rangka meningkat-kan upah riil pekerja;

b. bahwa peningkatan upah riil yang dituangkan dalam Upah

Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

berdasarkan surat Dewan Pengupahan Frovinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. tanggal 30 Oktohrer 2015 Nr:mor

llDepeprovlXl20lS hal Rekomendasi LJNIP 2016 clan sttrat

Kepala Dinas Tenaga Ker-ia dan Transmigrasi Provtnsi DKf

J6karta- tanggal 30 Oktober 2015 Nomor  87Al-1.834.1 hatr

Laporan Siriarrg Der,vaR Pengupnhan Pro'/insi DKI Jakarta;

e " bahlr,,a berciasarkan pertimbangan se'bagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b serta mernperhatikan lnstruksi

Presiden Nomor I Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan

Upah L4inimum Daiarn Rangka Keberlang$ungan Usal"ra dan

Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, perh: rnenetapkan

Peraturan Gubernur ienrang Upah Minimr:m Provinsi Tahun

2016:
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOO tentang Serikat

Pekerj al Serikat Buruh ;

2, Undang-undang Nomor i3 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

g" Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

+. undang-undang Nonnor 12 Tahun 2at1 tentang Pemtrentukan

Peraturan Perundang-undangan ;

S" Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2OL4 tentang Femerintahan

Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2AA7 tentang

Pernbagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupatenl Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan;

L Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan

Pengupahan;

9" Keputusan L4enteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

KEP-20 1 / MEN/ 200 1 tentang Keterwakilan Dalam

Kelembagaan Hubungan Industrial;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2al2 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan

Pencapaian Kebutuhan HiduP LaYak;

1 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Neirnor 7

Tahun 2013 tentang UPah L4inimum;

l2"PeraturanDaerahNomor6Tahrrn2004tentang
Kete nagakerjaan;

13" Peraturan Daerah Nomor i2 Tahun 2014 tentang organisasi

Perangkat Daeral:;

14. Peraturan Gubernur l,{omor 59 Tahun 2005 tentang

organisasi den Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsr

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2OA7 tentang Tata

eara Penangguhan Felaksa.naan upahr Minimum Provinsi;
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1,6. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2OI4 tentang

organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

MEMUTUSI{AN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENT.ANG UPAH MINIMUM PROVINSI

TAHUN 24T6.

Pasal 1

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2A16 di Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga jr.rta

seratus ribu ruPiah) Per bulan'

Pasal 2

Pengusaha dilarang membayar upah iebih rendah dari upah

Minimum provinsi pfvf nl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1"

Fasatr 3

(1)Perusahaanyangtidakmampumelaksanakanketentuan
sebagaimunu"diriaksud daiam Pasal 1, dapat mengaj-1f1n

pena-ngguhan pelaksanaan Upah Vt1"1Ty* Provinsi (UMP)

secara tertulis icepada Gubernur meialui Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus lbukota

Jakarta paling limbat 10 (sepuluh) hari sebelum

diberlakukan, J..rg^r, persyaratan dan teknis sebagairnana

diatur dalam Feraturan Gubernur Nomor 42 Tahun ZAOV

tentangTataCaraFenangguhanPelaksanaanUpahMinimum
Provinsi.

(2) Pengajuan penangguhan peiaksanaan Upah Minimum

Provinsi seUagaimiia dimaksud pada ayat (i) sekurang-

kurangnyamenielaskanhal-hatsebagaiberikut:

a. latar beiakang;

b. kondisi keuangan;

c. kemamPuan riii;

d. komitrhen waktulupaya pelaksanaan; dan

e"upayamendiskusikanlmengkomunikasikannyaeiengan
pekerj a Yang hersangkutan'

Pasal 4

Upah Minimum Provinsi (uMP) Tahun . 2016 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L herlaku terhitung mulai tanggal

1 Januari 2076 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai rnasa

kerja kurang dari 1 (satu) tahurn"



4

Pasal 5

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang belum ditetapkan

dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas dasar

kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat

Buruh terkait pada sektor yang bersangkutan'

Fasal 5

peraturan Gubernur ini rnuXai beriaku pada tanggal diundangkan"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundatrgl*

pJraturan- Gubelnur ini dengan penempatannya daiarn Berita

Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota "lakarta"

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggai 30 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

trd"

BASUKX T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2015 NOMOR 71029

uai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

SUS IBUKOTA JAKARTA,

I RAHAYU
9,-*,".-:-,.9
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